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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: Peran Elit Jawara Dalam Pengambilan Keputusan
Oleh Dinas Pekerjaan Umum Pada Proyek Pembangunan Jalan Raya Cibungur-
Patia Tahun2011 Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Latar belakang
penelitian ini adalah adanya persaingan tidak sehat didalam lelang tender Proyek
Pembangunan Jalan Raya Cibungur-Patia Tahun 2011 yang melibatkan elit
Jawara.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cibungur, Desa Patia, Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Pandeglang dan yang menjadi obyek penelitiannya adalah elit
Jawara di Kabupaten Pandeglang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskripsi. Sumber data diperoleh
melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik pengambilan informan yang digunakan adalah teknik
purposif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Elit Jawara dalam Pengambilan
Keputusan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada Proyek Pembangunan Jalan Raya
Cibungur-Patia Tahun 2011 di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebagai
aktor yang memberikan pengaruh terhadap keputusan yang diambil dalam proses
lelang tender, berperilaku menekan dengan aksi teror melalui telepon, sms,
mendatangi kediaman Panitia Lelang untuk pemenangan salah satu peserta lelang,
berkedudukan sebagai suatu kelompok tokoh masyarakat yang memiliki
kemampuan fisik dan supranatural, berperilaku kasar dan menekan dalam proses
pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan reaksi negatif dari sebagian
masyarakat, dan memiliki peran covert-aktif.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten
Pandeglang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang seharusnya
menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya. Dengan demikian,
diharapkan dapat mengurangi adanya intervensi dari pihak luar. Selain itu, para
elit Jawara sebagai tokoh masyarakat yang disegani diharapkan dapat lebih
memperhatikan norma masyarakat dan peraturan pemerintah. Dengan demikian
keberadaan jawara di tengah masyarakat dapat mendukung kegiatan
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang.
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Mengkaji tentang sosio kultural masyarakat Banten tidak akan bisa
dipahami dengan baik tanpa melihat kesejarahan daerah ini. Berdirinya
kesultanan Banten merupakan titik awal dari kesejarahan Banten yang menjadi
identitas diri dan kenangan yang tidak pernah mati dari sebagian mayoritas
masyarakat.

Penduduk Banten sebagian besar keturunan orang Jawa dan Cirebon
yang dalam perjalanan waktu berbaur dengan orang-orang Sunda, Bugis,
Melayu dan Lampung. Pembauran yang begitu intens menyebabkan penduduk
Banten memiliki perbedaan dalam hal Bahasa dan adat istiadat dengan
masyarakat asalnya. Begitu pula dalam hal penampilan fisik dan watak, orang
Banten menunjukan perbedaan yang nyata dengan orang Sunda, Jawa Tengah
dan Jawa Timur. Diantara yang membentuk kebudayaan mereka, hampir tak
terdapat ciri-ciri peradaban Hindu-Jawa. Islam melakukan penetrasi yang
sangat dalam pada masyarakat Banten.

Di daerah yang pernah menjadi pusat Kerajaan Islam dan penduduknya
yang terkenal sangat taat beragama, seperti daerah Banten, sudah sewajarnya
jika Kiyai menempati kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat.
Kiyai adalah gelar ulama dalam kelompok Islam Tradisional, tidak hanya
dipandang sebagai tokoh agama tetapi juga seorang pemimpin masyarakat.
Kekuasaannya seringkali melebihi kekuasaan pemimpin formal, terutama di
pedesaan. Bahkan pengangkatan pemimpin di suatu desa ditentukan oleh
pemuka-pemuka agama di daerah yang bersangkutan. Kedudukan dan
perannya yang sangat strategis tersebut, membuat seorang Kiyai tidak hanya
tinggal diam di pesantren yang ia pimpin, tetapi juga hidup ditengah-tengah
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masyarakat luas. Ia memiliki jaringan komunikasi yang sangat luas dengan
berbagai lapisan masyarakat. Jaringan itu terbentuk melalui organisasi-
organisasi keagamaan dan masyarakat, partai politik, guru-murid dan tarekat.

Golongan lain, yang juga menembus batas-batas hierarki pedesaan di
Banten, adalah Jawara. Jawara sebagai orang yang memiliki keunggulan
dalam dan kekuatan-kekuatan untuk memanipulasi kekuatan supranatural,
seperti penggunaan jimat, sehingga disegani oleh masyarakat. Jimat
memberikan harapan dan memenuhi kebutuhan praktis para Jawara, salah
satunya adalah kekebalan tubuh dari benda-benda tajam.

Keunggulan dalam hal fisik dan kemampuannya untuk memanipulasi
kekuatan supranatural telah melahirkan sosok seorang Jawara memiliki
karakter yang khas. la cukup terkenal dengan seragam hitamnya dan
kencenderungan terhadap penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan setiap
persoalan. Sehingga bagi sebagian masyarakat, Jawara dipandang sebagai
sosok yang memiliki keberanian, agresif, sompral (tutur kata yang keras dan
terkesan sombong), terbuka (blak-blakan) dengan bersenjatakan golok, untuk
menunjukan bahwa ia memiliki kekuatan fisik dan magik. (Tihami, 2005: 4-5)

Seperti halnya Kyai yang memiliki pesantren sebagai tempat para
santri menimba ilmu pengetahuan Agama Islam, demikian pula kepala jawara
memiliki padepokan tempat penggemblengan “anak buah”. Para Jawara pun
memiliki jaringan yang melewati batas-batas geografis daerah tempat
tinggalnya. Bahkan mereka memiliki organisasi tersendiri, seperti Persatuan

Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten yang dipimpin oleh TB. Chasan
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Shohib dan Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir yang dipimpin oleh
Maman Rizal.

Peran-peran tradisional Jawara dalam masyarakat Banten berlangsung
naik-turun. Hal ini pula yang merubah persepsi masyarakat terhadap Jawara.
Pada waktu situasi sosial kurang stabil, peran Jawara biasanya sangat penting,
tetapi ketika masyarakat dalam keadaan damai, peran mereka kurang
diperlukan. Bahkan sering dipandang negatif karena sering melakukan
kekacauan dan kekerasan dalam masyarakat dan melakukan tindakan kriminal.
Namun demikian peran sosial yang dimainkan oleh para Jawara adalah
diseputar kepemimpinan seperti menjadi jaro (lurah), penjaga keamanan desa
(jagakersa) guru silat dan guru supranatural.

Perubahan sosial yang cukup besar yang terjadi pada rakyat Banten
telah merubah persepsi masyarakat tentang peran-peran Jawara. Bahkan
sebagian masyarakat ada yang menginginkan istilah jawara dihilangkan
sehingga citra budaya “kekerasan” yang selama ini melekat pada masyarakat
Banten bisa dihilangkan.

Meskipun demikian peran-peran sosial dan politik yang dimainkan
oleh orang-orang yang selama ini dikenal sebagai “Jawara” sangat besar di
wilayah Banten. Para tokoh jawara, yang kini menamakan dirinya sebagai
pendekar, menduduki sektor-sektor penting dalam bidang ekonomi, sosial dan
politik di Banten. Seperti hal nya H.Tb. Chasan Sochib yang sukses menjadi
salah-satu pengusaha di Banten selain menjadi ketua Persatuan Pendekar
Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBI) dan juga menjadi

ketua Kadin dan Gapensi di Banten, (Tihami, 1005:143). Sehingga dalam
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persepsi sebagian masyarakat, baik itu orang Banten sendiri maupun orang
luar Banten menyatakan bahwa Propinsi Banten dikuasai oleh jawara.
Nampaknya peran-peran yang dimainkan oleh para jawara mengalami
peningkatan dari peran tradisional terdahulu.

Organisasi yang didirikan oleh para tokoh jawara adalah Persatuan
Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBI) pada tahun
1971. Pendirian organisasi ini nampaknya tidak lepas dari campur tangan
pemerintah dalam rangka merangkul dan mengendalikan potensi politik yang
ada di wilayah Banten. Melalui organisasi ini, para Jawara membangun
jaringan yang sangat luas, sehingga menjadi kekuatan yang diperhitungkan
baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Dalam bidang politik, banyak
para Jawara yang direkrut menjadi pengurus partai politik dan pada akhirnya
banyak yang menduduki kursi-kursi DPRD di setiap kabupaten dan kota yang
berada di wilayah Banten, seperti halnya H.Maman Rizal selain menjadi ketua
TTKDH (Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir) dan juga menjadi anggota
DPRD serang yang berasal dari partai Golkar, (Tihami, 2005:142). Ketika
gerakan reformasi mengakhiri rezim Orde Baru, para Jawara di Banten telah
memiliki kemandirian dalam hal politik dan ekonomi. Jaringan Jawara yang
selama 30 tahun dibentuk itu tidak mengalami kesulitan untuk tetap
mempertahankan eksistensinya, bahkan pengaruhnya semakin kuat. Dapat
dicontohkan bahwa proses pembentukan Propinsi Banten tidak lepas dari
peran para tokoh Jawara, terutama dalam melakukan tekanan-tekanan politik

melalui lobi-lobi dan penggalangan dukungan massa serta pendanaan. Hal ini
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tidak lepas dari adanya jaringan yang sudah terbentuk melalui organisasi
massa yang ada. (Tihami, 2005 :142-144)

Keberadaan jawara yang masih menjadi bayang-bayang pemerintah
Banten terutama di daerah Kabupaten Pandeglang tersebut sangat berpengaruh
terhadap pembangunan daerah seperti halnya dalam proyek-proyek
pemerintahan.

Kekuatan kelompok jawara tersebut menjadi semakin besar ketika
kegiatan mereka juga didukung oleh anak buah jawara yang tersebar di daerah
Banten. Sementara itu, mereka pun kuat secara internal karena mcndapatkan
dukungan dari anak buahnya yang mudah dimobilisasi. Para Jawara dalam
membangun jaringan hubungan antar mereka dan dengan pihak lain dengan
cara yang khas. Salah satu yang khas dari kehidupan antar mereka adalah rasa
solidaritas yang tinggi. Apalagi ketika yang menghadapi masalah tersebut
adalah orang yang memiliki hubungan emosional, seperti adanya hubungan
kekerabatan, seguru-seilmu, pertemanan dan sebagainya.

Jaringan yang dibentuk oleh para jawara kini tidak hanya bersifat non-
formal atau tradisional, tetapi juga memiliki organisasi massa tersendiri,
misalnya yakni dengan terbentuknya P3SBBI (Persatuan Pendekar Persilatan
dan Seni Budaya Banten Indonesia). Organisasi para pendekar ini kini
memghimpun lebih dari 100 perguruan yang tersebar di 17 propinsi di
Indonesia. Organisasi ini berpusat di serang, ibu kota Provinsi Banten, yang
kini masih dipimpin oleh Tb. Chasan Sochib.

Pola hubungan mereka yang bersifat patrimonial menjadikan anak buah

terikat dengan pemimpin jawara. Dengan demikian, ketika sewaktu-waktu
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mereka membutuhkan massa guna mendukung aksi para jawara tersebut, para
pemimpin dengan mudah dapat mengerahkan anak buahnya. Hal ini seperti
yang terjadi di dalam Proyek Pembangunan Jalan Raya di Kabupaten
Pandeglang. Para Jawara pun dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik di
Kabupaten Pandeglang.

Peran Jawara di wilayah Banten sebagai elemen sosial nampak
mempunyai pengaruh kuat di daerah tersebut. Seringkali para jawara turut
mengambil sikap yang mendukung bahkan menentang kebijakan-kebijakan
pemerintah daerah sarta berpartisipasi dalam hal pemerintahan, seperti dalam
proses pengambilan keputusan pada proyek pembangunan jalan raya
cibungur-patia kabupaten pandeglang.

Proyek Pembangunan Jalan Raya Kabupaten Pandeglang tersebut
diawali dengan pembentukan Panitia Lelang Proyek Pembangunan Jalan Raya
Kabupaten Pandeglang tahun 2011. Dalam hal ini, panitia lelang dibentuk oleh
Dinas Pekerjaan Umum. Panitia berhak memutuskan pengusaha yang akan
memperoleh fender berdasarkan syarat-syarat yang diajukan oleh Pemerintah
Kabupaten Pandeglang. Pengambilan keputusan dalam Proyek Pembangunan
Jalan Raya Kabupaten Pandeglang diawali dengan proses lelang fender.
Tender tersebut diikuti oleh beberapa pengusaha, baik pengusaha lokal
maupun pengusaha yang berada di luar Pandeglang. Di dalam proses lelang
inilah, para pengusaha bersaing untuk memperebutkan fender tersebut.
Berbagai cara mereka tempuh, termasuk memanfaatkan keberadaan serta

kekuatan jawara di tengah masyarakat Kabupaten Pandeglang.
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Dalam kondisi tersebut, para elit jawara melaksanakan suatu peran
tertentu. Peran yang dimaksud diwujudkan dalam perilaku. Wujud perilaku
ini adalah nyata, bukan sekedar harapan. Dan perilaku yang nyata ini

bervariasi dari satu aktor ke aktor lainnya. (Wirawan, 1995 : 212).

Sesuai dengan pernyataan di atas, para elit Jawara di Kabupaten
Pandeglang juga memiliki wujud perilaku yang berbeda-beda. Sebagian dari
elit Jawara ada yang berusaha berperilaku baik dengan melaksanakan mata
pencaharian mereka sebagai petani, pedagang, pengusaha, dan lain-lain serta
tidak turut campur dalam berbagai proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah
dalam hal pembangunan. Namun ada pula elit Jawara yang berperilaku lain
dalam melaksanakan perannya di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya
ternyata beberapa elit Jawara menggunakan keahlian dan kekuatan fisiknya
untuk menekan salah satu pihak dengan tujuan pemenangan pihak tertentu
dalam proses lelang tender. Seperti diungkapkan oleh salah seorang Jawara
yang turut ambil bagian dalam tender tersebut, Bapak Mali juga
mengungkapkan bahwa untuk memperoleh kemenangan atas perusahaan
tertentu para Jawara juga menggunakan cara-cara seperti teror melalui
telepon, sms, hingga mendatangi kediaman para pejabat Dinas Pekerjaan
Umum dan Panitia Lelang. Dari pernyataan Bapak Mali tersebut bahkan
dapat kita lihat bahwa tindakan kasar yang dilakukan oleh Jawara sudah
dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak dapat dipungkiri di Kabupaten
Pandeglang. Barangsiapa memiliki keberanian, dia akan lebih unggul

dibandingkan yang lainnya. Namun jika dilihat berdasarkan norma
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masyarakat, hal kasar tersebut sangat bertentangan dengan norma yang
berlaku karena dapat mengganggu keamanan masyarakat itu sendiri. Pihak-
pihak yang memanfaatkan kekuatan elit Jawara tentu akan memperoleh
kemudahan dalam mempengaruhi keputusan panitia lelang. Sedangkan pihak
lain yang mencoba bermain bersih sedikit merasa kesulitan dalam
mengendalikan persaingan dalam proses lelang tersebut. Akhirnya hasil
lelang pun tentu terpengaruh oleh perilaku Jawara. Kondisi tersebut
menimbulkan iklim yang tidak sehat dalam pemerintahan daerah serta
masyarakat setempat.

Jawara dalam proses pengambilan keputusan oleh Dinas Pekerjaan
Umum pada Proyek Pembangunan Jalan Raya Cibungur-Patia Kabupaten
Pandeglang tersebut memiliki suatu kedudukan khusus yang berbeda dengan
Jawara pada umumnya. Mereka dipandang sebagai kelompok tokoh
masyarakat yang memiliki kemampuan fisik dan supranatural, berperilaku
kasar dan menekan dalam proses pengambilan keputusan yang akhirnya
menimbulkan reaksi negatif dari sebagian masyarakat. Kedudukan tersebut
tentu saja berbeda dengan kedudukan Jawara sebagai tokoh masyarakat yang
disegani karena kekuatan fisik & supranatural serta keahliannya dalam
agama.

Secara tidak langsung, justru perilaku para elit Jawara menghambat
kinerja panitia lelang karena dengan adanya intervensi tersebut, panitia lelang
mendapat tekanan dari elit Jawara sehingga keputusan yang diambil pun tidak
murni berdasarkan persaingan sehat proses lelang tender. Kaitan Jawara-

perilaku Jawara tersebut dapat dikategorikan ke dalam suatu peran covert-
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aktif. Peran covert yang dimaksud adalah peran Jawara sebagai pribadi
dengan kepentingan pribadi. Sedangkan peran aktif yang dimaksud adalah
peran yang dilaksanakan oleh masing-masing jawara yang terlibat aktif di
dalam proyek Pembangunan Jalan Raya Cibungur-Patia Kabupaten
Pandeglang.

Melihat kondisi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pandeglang Banten tersebut, maka pemerintah dan masyarakat yang dalam
hal ini adalah para elit Jawara seharusnya membina hubungan baik antar
kedua belah pihak. Dinas Pekerjaan Umum berusaha mengurangi intervensi
orang-orang yang tidak seharusnya turut dalam pengambilan keputusan suatu
proyek dengan cara meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan proyek
pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang seharusnya
menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya. Para elit
jawara sebagai suatu kelompok tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan
fisik dan supranatural, memiliki kedudukan yang sangat strategis di tengah
masyarakat. Oleh karena itu, akan lebih baik jika citra negatif pada kelompok
jawara yang mulai melekat akibat perilaku beberapa orang jawara yang
menyalahgunakan kedudukan tersebut dapat dihilangkan. Para jawara
seharusnya dapat lebih mendukung kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

oleh pemerintah bagi kemajuan daerah.
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